BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO _
: NOMOR 39 TAHUN 2018
|  TENTANG .
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN BOALEMO

® o BUPATI BOALEMO,

Memmbang Coa. bahwa untuk memngkatkan akuntablhtas kmelja
o I Dinas Penanaman’ Modal dan Energi Sumber Daya
fw.m.;.-m e . © . Mineral . Kabupaten Boalemo adalah  dengan

i s I'(, A .
P i EOORT f& ,;I - .dltetapkannya indikator kmez_';a utama sebagai dasar

gj,h/ " pengukuran keberhasxlan pencapaian suatu. tujuan

. dan sasaran stra_teg1$ yang telah dltetapkan_,

b. bahwa berdasarkan - Pas’al'-- 4'.-. ayat (3) Pératurén

 'Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 ‘tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

TR e

212?%%2’?%“%%% . Lingkungan' Instansi. Pemerintah, Bupati wajib

\/' o : ménetapkaﬁ"- "Indikr:i"cor Ki'nerja' Utama  untuk

‘ WA__&?}L%P B S _: Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perar_igkaf
| GEVDA . 'Déerah serta unit kelja mandiri yang ada dibaﬁ_ahﬁyaj _

- bahwa berdasarkah per’ambangan 'Sebégaimana* o

‘dimaksud dalam huruf ‘a dan huruf ‘b, perlu

menetapkan Pef?ltﬁran Bupatl ’Boalemo tentang

" Penetapan Indlkator Kinerja Utama Dinas Penanaman
~ Modal dan Energl Sumber Daya Mmeral ‘Kabupaten
Boalemo Tahun 2017 2022;



_Pembéntukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara
3 Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 178 Tambahan
'Lembaran Negara Republlk Indonesaa Nomor 3899),

'S__ebagalmana telah diubah’ dengan -undang—un_dang S

. Nomor . .10 Tahun 2000 tenta'ng ' Perubahaﬁ Atas

'Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang
::..Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara
Repubhk Indone31a Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan
._ Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Nomor 3965)

. . Uridang-undang Nomor 25 Tahun 2004:;entang Sistem

Perencanaan Pembangunan  Nasional (Lembaran
Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, |

| :-Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia |

| _'Nomor 4421); N .

. Undang—undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

E _Perlmbangan Keuangan Antara Pemerlnh Pusat dan

'Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara ‘Republik.

Indone&a Tahun 2004 Nomor 126, . Tambahan

_ Lembaran Negara Repubhk Indonema 4438]
. -:_Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
-Pembentukan | Peraturan Perundang—Undangan
(Lembaran Negara - Repubhk Indonesm Tahun 2011
‘Nomor 82, Tambahan Lembaran ‘Negara ;Repubhk
- Indonesia Nomor 5233); 7 ‘l
Undang-undang ‘Nomor 23 Tahun "2_014 Tentang
| "Per_nerintal:han Daer.a.h '.('Lembaran_ __Ne'gara- Republic
‘Indonesia - Tahun 2014 Nomor 244,  Tambahan
';._Lembaran ‘Negara Repubhk Indonesia - Nomor 5587),
" sebagiamana telah diubah beberapa kali - terakhir
dengan Undang—undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang |

Perubahan Kedua Atas Undang—undang Nomor - 23 —

Tahun 2014 tentang Pemenntah Daerah - (Lembaran"

"Negara Republik Indonema Tahun 2015 Nomor 58 S

o _-.'_Tambahan Lembara Negara Republlk Indonesua Nomor

5679); | 1



o __S1stem Informa31 Keuangan Daerah [Lembaran Negara
'Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
-Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 4576); |

T Peraturan. Pemenntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusuna.n dan _ Penerapan : Standar_:

_Pelayanan Mmlmal (Lembaran Nega_ra Repubhk'.

__Indones1a Tahun 2005 Nomor __150_, 'I‘am.bahan.

" Lembaran. Negara Republik Indonesm Nomor 4585), §
8. -Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangi-'

PeIaporan Keuangan dan Klnerja Instansi | Pemenntah' |

(Ler_nbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2006 o

- Nomor 25, Tambahan Lembarar - -Neéara ‘Republik
- Indonesia Nomor 4614), '

9.. -;Peraturan Pemenntah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
_Tata Cara Pengendahan dan Evaluasi Pelaksanaan

. Renca.na Pembangunan (Lembaran Negara Republik

" Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
__ Negara Repubhk Indones1a Nomor 4663), _

10.. _Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun. 2016 tentang'-
| Perangkat = Daerah _(Lembaran_- Nega.ra ‘Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
| Lgmbare;n_Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11 Pe'raturah-_ ‘Menteri 'Pérday_a.lgu_na_ari _Aparatur. Negara
© Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 ‘tentang ~Pedoman
Umum | Penetapan_ Indikator Kinerja .Utama di
o 'ngkungan Instasi Pemermtah o |
= 12 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun
) 12017 tentang Rem:ana _ Pembangunan . Jangka
‘Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017—'
2002

Memperhatikan: 1. Instruksi Pres1den Nomor 7 Tahun 1999 tentang
| R Akuntab111tas Kmexja Instan31 Pemermtah
ER S _-__-_Instruk31 Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang'

o _'Perccpa_tan - Pemberantasan _K_c_)rups_1, Kolusi ~ dan

._N'epotisme; . e T



Menetapkan ;- _PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENETAPAN

INDIKATOR KINERJA - UTAMA DINAS PENANAMAN'
'MODAL DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL |

 BABI
'KETENTUAN UMUM
‘Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dlmaksud dengan:

1.

Pemerlntah daerah adalah  bupati dan perangkat daerah sebagai o

" unsur penyelenggara pemermtahan daerah.

Indikator “kinerja' utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu

' tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.

Kinerja ofganisasi perangkat daerah' adalah gambaran mengenai

. tingkat ‘pencapaian sasaran ataupun tu_]uan organisasi perangkat

~daerah sebagai pen_labaran dari visi, misi dan strategl organisasi

perangkat daerah yang menglndlkas,lkan tlngkat keberhasxlan dan
kegagalan keglatan keglatan sesuai dengan program dan kebgakan
yang ditetapkan. '

. Sasaran strategi adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih " spesifik, terukur
dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tu_]uan e
Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mmeral adalah

Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral

‘Kabupaten Boalemo."

BAB II |
 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
" Pasal 2

Tujuan penetapan Ind:kator Kmexja Utama adalah :

a.

‘Untuk memperoleh mformas1 kmer;;a yang pentmg dan dipertukan .

- dalam menyelenggarakan manajerne_n kinerja secara balk, dan



Ihd'ikator'kiherjé. utama di Dina's Penanéman' Modal dan“Energi Surriber e

tujuan dan sasaran strategls yang digunakan untuk perba:kan
kmer]a dan penmgkatan akuntabzhtas kmerja

- Pasal 3

. Daya Mmeral Kabupaten Boalemo sebagajmana tercantum da.lam

- lampxran yang merupakan bagian tidak terplsahkml dari Peratu.ran .

Bupatl ini.

Pasal 4 -

- Indikator kinerja utama di Dinas Penanaman. Modal dan Energi Sumber

Daya Mmeral Kabupaten Boalemo dlgunakan oleh organisasi perangkat
_daerah untuk; S

a.

° a‘. .n.' -

(1)

. Menetapk_an Rencana Kerja Tahunan; |

N Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;

Meﬁyusun dokumen penetapan lcinerja; _

. '_Menyusun Laporan Kmerja Pemermtah dan -

Melakukan evaluasi pencapalan k:merga berdasarkan rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo
Tahun 2017 - - 2022 yang dlsesualkan dengan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 5

Pembinaan atas r)elaksanaan Peratur_an Bupati ini dilakukan oleh

- Sekretaris Daerah

@

_Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupan Boalemo ini
dﬂakukan oleh Kepala D]IlaS Penanaman Modal dan Energt

- Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo



BAB v
KETENTUAN PENUTUP
E Pasal 6

Peraturaii Bﬁpéti ini mulai .berl.aku pafa tanggal diunda.tigkah :

Agar setlap orang mengetahumya memenntahkan pengundangan' .

e peraturan Bupa‘a ini dengan penempatannya dalam Berzta Daerah _ .

B .Kabupaten

Ditetapkan di Tilamuta
“Pada Tanggal % ﬁgu%hﬁs 2018
4’" BUPATI

~foanws wommul_,

Diundangkan di Tilamuta
Pada Tanggal 23 Ajonﬂu% 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

_ HUSAIN A ETANGO o
{BERITA DA_ERAH KABU ATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR 7“{ ]



| “.NOMO'R” . %3 TAHUN2018

TANGGAL : 2% Aguitny 2018

. TENTANG : = PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA: |
© DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN

~ MODAL DAN ENERGI SUMBER 'DAYA
| '__MINERAL KABUPATEN BOALEMO

. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN ENERGI

1. TUGAS

 SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOALEMO

Melakukan ‘koordinasi da.n menyelenggarakan pelayanan -

admm1stra31 dlbldang perlzman dan non penzman secara

- terpadu dan__ penanaman modal daerah termasuk promosi

keunggulan daerah dengan prinsip kOordinasi, integrasi,

: : - sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastlan
2. FUNGSI : a.

pelaksanaan penyusunan perencanaan program pelayanan

. -_penzman dan non perlzman secara terpadu dan penanaman |
S moda.l termasuk promosi keunggulan daerah.

. perumusan kebl_]akan tekms b1da_ng pelayanan perlzman

dan non penzman terpadu dan penanarnan modal.

. 'Penyelenggaraan pembmaan, pengendahan, koordmas1,

fasﬂ1ta31 dan evaluasi penyelengaraan peIayanaan perizinan

dan non penzman terpadu dan penanaman modal daerah

Pelaksanaan keglatan penatausahaan dan pelaksanaan

pelayanan teknis administrasi badan

J __'pemantaua.n dan evalua31 proses pembenan pelayanan
. perizinan terpadu ' '

- pemantauan dan evaluasi penyelenggaran dan penanaman

modal daerah dan promosi keunggulan daerah; dan
pelal__{sanaan.tugas lain ya_ng dlbenkan oleh _kepala ‘daerah

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. B



1no

: tahan dan daya samg

1nvesta31 yang
mendukung penmgkatan

investasi -

| 'dalam promosi melallii'_- '

| pameran -

] INDIKATORKINERJA | FORMULA/
o SASARAN STRATEGIS UTAMA | | PENJELASAN
1 Aparatur yang mermhkl ' _Jumlah SDM aparatur Pemblr_laa_n_ _
mtegntas dan’ | yang menglkuu S .ap'arati,_if.:
: 'profeslonalltas y_a_ng balk Diklat/Bimtek. - - o
-2.. Me_ningkaﬂcan jumlah | Jumlah penertlban ' _Jumlah Izin. Usaha _
pelaku' usaha dan caloﬁ ) .dokumen perizinan dan L dan Investa31
investoi' yang m_enguﬂis”_' ' | non perizinan yang -
| 1zm .dan noh perizinan -1 diterbitkan. B )
_' yang wa_ub mereka ml]_lkl.. | e T :
3. Memngkatkan Ikhm _Jumlah Nilai Investam ' Ju__mlah'Nilai
| Investasi dan | yang tercapai Investasi yang
Perekonomian Daerah | tecapai -
_ berba81s Pertanlan dan
Peternakan : e _ T .
4. | Tercapai daya Tarik, daya Jumlah keikut sertaan . ' Jumlah keikut

sertaan dalam

‘promosi melalui " |

| pameran

| TDARWIS MORIDUL




